
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  BUPATI CIREBON

NOMOR          :  130.01/Kep: 25 -Pen/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI PERANGKAT DAERAH TERCEPAT DAIAM PENYAMPAIAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KFTERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang    :   a.     bahwa   dalam   rangka   meningkackan   efektivitas   dan
produktivitas          dalam          Penyusunan          Laporan
Penyelenggaraan    Pemerintahan    Daerah    (LPPD)    dan
Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKIU)  Bupati
Cirebon,  maka  perlu  pemberian  penghargaan  (Reward)
kepada     Tim     Penyusun     Laporan     Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  dan  haporan  Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) tercepat di Perangkat Daerah;

b.    bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada
Tim  Penyusun  haporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
D aerah         (LPPD)         dan         Laporan         Keterangan
Pertanggungjawaban  (LKPJ)  di  Perangkat  Daerah  perlu
ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati Cirebon tentang Penetapan Pemberian Penghargaan
(Reward)    Bagi    Peran8kat    Daerah    Tercepat    Dalam
Penyampaian    laporan    Penyelenggaraan    Pemerintahan
Daerah   Dan   Laporan   Keterangan   Pertanggungjawaban
Bupati Tahun Anggaran 2021 Di Kabupaten Cirebon;

Mengingat       :  1.   Undang-Undang      Nomor      14      Tahun      1950      tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun     1950)     sebagaimana    telah    diubah         dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten   Purwakarta   dan   Kabupaten   Subang   dengan



mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1950  tentang
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor 31, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7.   Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Pemerintah  Nomor  13  Tahuri  2019
Tentang I.aporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah   @erita   Negara   Republik   Indonesia   Tahuri   2020
Nomor 288);



mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1950  tentang
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor 6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahurl  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ,
Tarnbahan liembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Pemerintah  Nomor  13  Tahuri  2019
Tentang I+aporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah   @erita   Negara   Republik   Indonesia   Tahuri   2020
Nomor 288);



mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1950  tentang
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dj awa
Barat  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Pemerintah  Nomor  13  Taliun  2019
Tentang I.aporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah   @erita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor 288) ;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun  2016  Nomor  12)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  1 Tahun 2021
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Cirebon  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Dan
Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Pemberian penghargaan (Reward) kepada Tim Penyusun I+aporan
Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (LPPD)   dan   Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  tercepat  di  Perangkat
Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

a.  Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia untuk Kategori Dinas atau Badan;

b.  Kecamatan Gegesik untuk Kategori Kecamatan.

Perangkat DaeraLh yang tercepat dalam mengumpulkan bahan,
data,  informasi  dan  dokumen  pendukung  dalam  penyusunan
Penyusun    Laporan   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah
(LPPD)   dan   Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban   (LKFU)
sebagaimana   dimaksud dalam Diktum KESATU diberi Piagam
Penghargaan Bupati Cirebon.

KETIGA           : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal 17   Januari   2023

BUPATI  CIREB0N,

Tembusan:
1. Yth. Gubemur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.



LI

PEMERINTAH RAB,UPATEN CIREBON
SEKRETA.RIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231 ) ,321197 -321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER-45611    .

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Sifat
Lamp

Perihal

Yth. Bapak Bupati Cirebon

fgg.all/azagj;?ep:merintahan
4   Januari 2023

: Penting
: 1  (satu) berkas
:  Penyampaian  Draft  Surat  Keputusan  Penetapan  Pemberian  Penghargaa
(Reward)  Bagi  Perangkat  Daerah  Tercepat  Dalam  Penyampaian  Laporan
Penyelenggaraan     Pemerintahan     Daerah    dan     Laporan     Keterangan
Pertanggungjawaban  Bupati Tahun Anggaran 2021  Di  Kabupaten  Cirebon

Dipermaklumkan  dengan hormat,  bahwa dalam  rangka meningkatkan
efektifitas  dan  produktivitas  dalam  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    Kabupaten   Cirebon    dan    Laporan    Keterangan
Pertanggungjawaban  Bupati Cirebon,  maka  Kami sampaikan perlu adanya
pemberian penghargaan kepada Tim  Penyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten  Cirebon  dan Laporan  Keterangall
Pertanggungjawaban       (LKPJ)   Bupati    Cirebon  pada  Perangkat  Daerah
yang tercepat menyampaikan  laporan dimaksud.

Sehubungan   hal  tersebut,   kami   sampaikan  draft  Surat  Keputusan
Bupati Cirebon tentang Penetapan Pemberian Penghargaan (Reward) Bagi
Perangkat       Daerah       Tercepat       Dalam        Penyampaian        Laporan
Penyelenggaraan     Pemerintahan     Daerah     dan     Laporan     Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021  Di Kabupaten Cirebon,
sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dapat dilakukan legal drafting oleh
Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian    disampaikan    atas    perhatian    dan    perkenannya    kami
sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,+,
Drs. YADI WIKARSA.  M.Si.

Pembine Tk.  I
NIP.  1  9730618  1993031006

Tembusan :

1.   Yth. Kepala Bagian Hukum


